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" Abstrak ™
Penulisan skripsi ini b9r=tu1uan untuk mengetahui seberapa besar Penﬁéruh Komunikasi Terhadap
Implementasi Keb)akan Akta Kelahiran Di Desa Sungai Besar Kecamatarr*.lvlatan Hilir Selatan
Kabupaten Ketapang Penelitian iini berangkat dari teori yang dikemukakan oleh‘ spara Ahli yang
kemudian dH‘Uj uk kepadapermasal ahan yang terjadi di desa Sungai Besar Kecamatan Mtan+.-l|l|r Selatan
Kabupat,m K etapang. Komunikasi diduga sebagai salah satu'faktor yang mempengaruhi |mp1-ementa5|
kebi Jak‘én akta kelahiran di Desa Sungai besar. Penelman ini menggunakan metode penqltlan
kuantltatlf Dari angket yang disebarkan, diperoleh data yang kemudian diolah menggunakan progfam
ko_mputer Satistical Product and Service Sol utions (SPSS) V.19 untuk menguji hipotesis yang diaj ukan.
pel yang diambil pada penelitian ini adalah Kepata Keluérga yang belum memiliki Akta Kelahifan
yal!ni sebanyak 71 orang. Hasil penelitian’ inigadalah terdapat pengaruh yang signifikan antara
korﬁunikasi terhadap implementasi kebijakan akta kelahiran di Desa Sungal besar. Hal“ini' dibuktikan
dengen nilai koefisien korelas yang positif yalt sebesar 0,611. Pengaruh Komunikasi terhadap
|mplémnta5| kebijakan akta kelahiran di Desal B I sebesar 37,33%, sedangkan 62,67% Ia_fnnya
di pengaruhl oleh faktor-faktor lain di luar pem |ti@n |m /
‘,.,I_ 3 [
Katakuq}u komunikasi, implementasi, K ebijakan, ﬁl(takelahwan.

11 Abstract i

L] E s - r

This script ﬁ@l aim to determine_how 'much influenee of co‘mmunicatjons;towards implementation Of
Birth Certificate In Sungai Besar.Village South Matan Hilir district Ketapang Regency. Fhis study based
by expert’s theorles then compared by the problem that happened; at* Sungai Besar Village South
MatanHilir Districts Ketapang Regency. Communication is suspected as one of the tactors that influence
the implementation in"thes "bisth, certificate at the Sungai Besar Vlllagen TFhT < study use quantitative
research methods. Based by quesuonnalTE‘were distribted, get the data then processed using a
computer program Statistical Product and Service Solutions (SPSS) V.19 to test the hypothesis. The
Samples taken to a Head of family yet have birth certificates that as many as 71 people. The result of
this study that found a significant difference between the communication of implementation in the birth
certificate of Sungai Besar Village. Evidenced by the positive value of the correlation coefficient is
equal to 0.611. The effect of Communication on policy implementation birth certificate in the village of
Sungai Besar at 37,33%, while 62.67% are influenced by other factors outside the study.

Keywords: communication, implementation, Policies, birth certificates.
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A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang Penelitian
Implementasi  kebijakan merupakan bagian
yang sangat vital dari suatu kebijakan, karena berhasil
atau tidaknya suatu kebijakan dapat diukur dari

implementasi atau pelaksanaan dari  kebijakan

tersebut. Implementasi kebijakan adalah tujuan akhlr.. ——

yang hendak dicapai oleh para pembuat .k-ebljakan
Persiapan dan perencanaan yang,, baﬂ( akan sangat
menentukan berhasil atau l_i;idéknya kebijakan=yang
telah dibuat oleh para Pengambll keputu%n Dengan
berlakunya UU NQ ‘32 Tahun 2004 maka pemerlntah
Daerah mempunyal wewenang untuk melakganakan
uru&annyaasendm. Dalam pelaksanaan otonoml
daerah tqf;sebut maka diperlukanya adanyé"-,suatu
kebijakan.§ Kebijakan- Pemerintah Daerah tersebut
dituangkanl" dalam bentuk peraturan Daerah, yang
dibuat berdkmrkan ketentuan yang telah dltetapkan j
oleh Undang*— Undang.

Untuk ™, mellndung| hak — hak anak yang.
dilahirkan dala;p setiap waktu maka pemerintah
melalui  UU Ne. 23 Tahun 2006 Tentang
Administrasi Kép\endudukan membuat - suatu
peraturan yang beri&llgan tentang perlindungan dan
hak — hak seorang analz"'yang baru dilahirkan. Tujuan
pemerintah mengel uarkan UQdang Undang tentang
administrasi  kependudukan yaknl unttk=mengubah..
perseps
menganggap akta kelahiran sebagai pencatan sipil
belaka, melainkan untuk mendapatkan hak - hak

masyarakat yang selama ini  hanya

lainya.
Sesuai dengan Undang- undang Nomor 23
Tahun 2006 tentang Administrasi
Kependudukan disebutkan bahwa kegunaan akta
kelahiran sebagai berikut :
a. Merupakan alat bukti yang paling kuat dalam

menentukan kedudukan hukum seseorang.
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b. Merupakan akta otentik yang mempunyai alat
pembuktian sempurna didepan hakim atau
pengadilan.

¢. Memberikan kepastian hukum yang sebenar-

= penarnya tentang kejadian - keadian
mengéha kelahiran, kematian, perkawinan,
dan pengaklj‘an‘aqg\__lf serta perceraian.

d. |Dari’; segi praktisny&s akta kelahiran  pada

khususnya di Catatan S|p|| ‘d@pat digunakan

untuk tanda bukti. yang otentik dalam hal
pengyrilsan paspor kewarganegaraan, kepe_rl uan
sekolah, hekerja, masuk TN, menentukan StAtus

salis dan sebagainya.

k
— hal tersebut® Pemeri ntah

.Kdijpaten Ketapang melalui Perda Kabupgten
ang No 18 Tahun 2009 membuat ;uatu

M enindaklanj uti

i Jagn tentang kependudukan dan pencatatan sipil.
pdam" imengkaji pelaksanaan Perda Kabupaten
t@tapang No 18 Tahun 2009 tentang kependudukan
dan pencatatan sipil pemerintah Kabupaten Ketapang

harus mempertimbangkan faktor - jaktor yang

menentukan keberhsiTan dari kebijakén yang telah
dikeltierkan| tersebut, “Ecwards 111 Adalam Widodo,
2008:96) berpendapat dalam model
kebij akannyass=bahva keberhas lan implementasi
oleh faktor-faktor sebagai

implementasi

kebijakan dipengaruhi
berikut:

1. Bureaucratic structure (struktur birokrasi)
2. Resources (sumber daya)

3. Disposition (sikap pelaksana)

4, Communication (komunikasi )

Empat faktor tersebut sangat mempengaruhi
berhasil atau tidaknya implementasi Perda Kabupaten
Ketapang No 18 Tahun 2009 tentang kependudukan
dan pencatatan sipil. Namun yang sangat diperhatikan
dalam Implementasi Perda tersebut yakni dari faktor
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komunikasi. Komunikas dalam hal ini diartikan
sebagai penyampaian kebijakan oleh Ppihak yang
berwenang. Informasi kebijakan publik perlu perlu
disampaikan kepada pelaku kebijakan agar para
pelaku kebijakan dapat mengetahui, memahami apa
yang menjadi isi, tujuan, dan arah dari kebijakan yang
telah dibuat tersesbut. Untuk memberikan informasi
kepada masyarakat pemerintah melakukan sosialisasi
ke Desa atau Kecamatan yang minim membliqz,akt"a
kelahiran. =

Namun

1"-“‘".
didalam dl;sle]"am
implementasi kebljakan yar’rg dibuat oleh/Pemerintah
Dagerah Kabupatep.- Ketapang melalui  Perda
Kabupaten Ketapang No 18.Tahun 2009 tidaklah
berjalan mu‘I,uéfseperti yang'diharapkan. Berdasarkan

pel aksanaan

pernyataad Kepala Bidang Pencatatan Sipil, Dinas

Kependudlkan dan"“Catatan Sipil (Disdukéapil) ——

Kabupatera‘Ketapang' Joko Wijanarko yang dimuat
dalam harian Equator pada hari Kamis, tanggal 6
Oktober 2&11 tercatat sebanyak 440.239 jlwp
masyarakat Kabupaten Ketapang belum memiliki akte

kelahiran. Sechra rinci pernyataan Kepala B|dang"'

Pencatatan SlpthDmas Kependudukan dan Catatan
¥
Sipil (Disdukcapil)ydiuraikan sebagai-berikut :
L]

1 :
“Kepaa Bida\r'ag Pencatatan™ Sipil -

[ Dinas
Kependudukan dan Catatan Sipil.  Kabupaten
Ketapang, Joko, & mengungkapkan . bahwa

kesadaran masyarakat dalam membuat akta
kelahiran masih sangat™ Fendah. Ini, katanya,
terlihat dari masih sedikitnya masyafakat=yangs
membuat akta kelahiran.

Berdasarkan  database SIAK  Kabupaten
Ketapang, jumlah penduduk Kabupaten Ketapang
sebanyak 543.474 jiwa, yang mempunyai akta
kelahiran baru sebanyak 103.235 jiwa, sedangkan
yang belum mempunyai akta kelahiran sebanyak
440.239 jiwa,” ungkapnya

Dijelaskan Joko, selain masih belum adanya
kesadaran masyarakat akan pentingnya akta
kelahiran, jauhnya jangkauan masyarakat dari
daerah pedalaman ke kabupaten serta masih
rendahnya SDM membuat masyarakat enggan
membuat akta kelahiran.

Melihat kondisi tersebut,
Kependudukan dan Catatan Sipil

lanjut Joko, Dinas
Kabupaten
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Ketapang terus melakukan sosialisasi kepada
masyarakat untuk menjelaskan arti pentingnya
akta kelahiran. Selain itu, dibentuk UPTD-UPTD
di enam kecamatan serta penggunaan mobil
keliling untuk melayani masyarakat di daerah
pedalaman-pedalaman yang akan membuat akta
kelahiran.

Dikatakannya, terhitung Januari 2012
pelaksanaan catatan kelahiran yang melampaui
batas waktu satu tahun dilakukan berdasarkan
penetapan pengadilan. Karena itu, kata Joko,

- “Sekda Kabupaten Ketapang mengimbau seluruh

Iaplwn arakat melalui kepala desa, lurah,
dan petugas™ RT/RW segera mengurus akta
kelahiran  sesual” %.p‘ersyaratan yang telah
ditetapkan.

m,

Ty

Adapun syarat-syarat.pembuatartakta kelahiran,
katanya, melampirkan Keterangan |ativ, dari bidan
atau rumah sakit atau klinik atau kepala desa,
surat,nikah, fotokopi Kartu'Keluarga (KK)s wang
sudah berbasis SIAK dan KFP kedua suami Istri.
Sementara untuk warga negara asing, harus
Imelampirkan fotokopi paspor.. (+Diinput oleh
____harian’ equator melalui www.equator.com pada

tanggal 6 november 2011 )
i |

i;J! Informasi diatas menunjukan

IS&PS masyarakat Kabupaten Ketapang dalam
i)elnbpg:‘gan Akta Kelahiran. Salah satu desa yang
rfmdah dalam pembuatan akta kelahiran yaitu Desa
Sungai Besar. Dari. 4199 Jiwa Jumlah penduduk Desa

‘rendahnya

“-._ Sungai_Besar hanya 1509 jiwa yang fme|l|k| akta

kelahiran. Bila dipersentasekan hanya 35,81%
penduduk yang ‘Desa ‘Sungai Beﬁr'. yang memiliki
akta kelahiran, berarti mash gda 64,19% penduduk
yang...belum-=memitiKi akta kelahiran (kantor Desa
Sungai Besar).

Padahal sesuai dengan Perda Kabupaten
Ketapang No 18 Tahun 2009 pasal 21 yang bebunyi :
1. Setiap kelahiran wajib dilaporkan oleh orang tua
dari anak yang lahir atau orang lain berdasarkan
surat kuasa yang sah kepada pejabat pencatatan
sipil setempat paling lama 60 (enam puluh) hari
sgjak kelahiran
Berdasarkan |laporan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), pejabat pencatatan sipil mencatat pada
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register akta kelahiran dan menerbitkan kutipan
akta kelahiran.

3. Pencatatan kelahiran dalam register akta kelahiran
dan penerbitan kutipan Akta Kelahiran terhadap
peristiwa kelahiran seseorang yang tidak diketahui
asal usulnya atau keberadaan orang tuanya,
didasarkan pada laporan orang yang menemukan
dilengkapi berita acara pemeriksaan dari
kepolisian _—

-

Hal ini tentu merupakgn.un’f'a;élah yang serius
bagi Pemerintah daerah Kablipaten K etapanig. Banyak
faktor yang memgm@'gruhi rendahnya partisipas
masyarakat dalafﬁ -pembuatan akta kelahiran. Faktor
faktor
mawarakat dalam pembuatan akta kelahiran” d|duga
karena hall- hal sebagai-berikut : :

1 Kuran&nya sosidisasi yang diberikan oleh aparat

yaﬁé membuat' rendahnya partibas'

pemerlmah ( -aparatur Dinas Kependudukan dan

Untuk dapat mengkaji dengan bak suatu
implementasi  kebijakan publik perlu diketahui
variabel atau faktor-faktor
menggambarkan secara jelas variabel atau faktor-
faktor  yang terhadap

implementasi

penentunya.  Untuk

berpengaruh  penting
kebijakan  publik

penyederhanaan pemahaman, maka akan digunakan

serta  guna

model-model implementasi  kebijakan. Edwards I11
(dalam Wld.OdO 2006:96) berpendapat dalam model
implementasi kebgakannya bahwa keberhasilan
implementasi kebuakan ﬂje_engarum oleh faktor-

faktor sebagai berikut: iy

. " e

-

1. Bureautratic structure (struktur bi rokr1a'si,)
2. Resources'(sumber daya) '

3. Disbositio'h (sikap pelaksana)

4 Commun|cat|0n (komunikasi ) |
faktor yang
mempengaruhl implementasi kebijakan tersebut rﬁaka

Diantara keempat

Catatan ¢S| pil Kabupaten Ketapang) tent m;membatas penelitian pada faktor komunlkas
pentlngnya pembuatan akta kelahiran un?n& 1.!] Rmusan Permasalahan !
seluruh maé.yarakat = . i.l..I - o Berdasarkan uraian yang di kemukekan di

2. Keadaan sodid masyarakat yang masih banyak
belum sejahttla?_g hal ini terlihat jelas dengan
banyaknya mas;é[akat yang kurang m_amplu' belum
memilki akta kelahhcan :

3. Banyak masyarakat yang belum tahu" tentang
keutamaan dan fungsi darf sebuah a akta kelahiran

4. Lamanya proses pembuatan akta kelah|ran sefta.
rumitnya proses yang harus dilalui masyarakat
Desa

Dari keempat faktor tersebut yang paling
sering terjadi yaitu poin yang pertama, tentang
sosialisai aparatur Dinas Kependudukan dan Catatan

Sipil Kabupaten Ketapang. Jarak tempuh yang jauh

antara pusat Kota dan Desa di duga salah satu kendala

minimnya sosialisasi yang diberikan oleh aparatur

Dinas Kependudukan dan Pencatatn Sipil Kabupaten

Ketapang.

1.1. Pembatasan Permasalahan

Hidayat
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a¢Bs, maka rumusan masalah dalam penulisan skripsi
ini adalah: Seberapa besar pengaruh Komunikasi

- terhadap implementasi_kébijakan Akta Kelahiran Di

Desa Sungai Besary Kecamatan Mat‘a‘h Hilir Selatan
Kabupaten Ketapang ? f
1.3. Tujuan PenelitiaQ —

RaEpun tjuan penelitian ini adalah sebagai
berikut :

-

1. Untuk mengetahui komunikas yang dilakukan
Pemerintah  Kabupaten dalam
pembuatan akta kelahiran di Desa Sungai Besar

Ketapang

2. Untuk mengetahui implementasi Kebijakan akta
kelahiran di Desa Sungai Besar Kecamatan
Matan Hilir Selatan Kabupaten K etapang

3. Untuk  mengetahui
terhadap implementasi kebijakan Akta Kelahiran

pengaruh  komunikasi

Di Desa Sungai Besar Kecamatan Matan Hilir
Selatan Kabupaten K etapang
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1.4. Manfaat Penelitian
Manfaat dari penelitian ini adalah :
1. Manfaat Teoritis
Pendlitian ini diharapkan berguna untuk
pengembangan teori dan menambah pengetahuan
di bidang kebijakan publik khususnya tentang
implementas kebijakan publik.
2. Manfaat Praktis
Penelitian ini dapat digunakan sebaga| pahan
masukan untuk menlngkatkan sos'ah%\s yang
dilaksanakan oleh Dmgs-u Kependudukan dan
Pencatatan Sipil I__(@ﬁéaa seluruh 'masyarakat
ada di Kabupaxeﬁ'rKetapang Serta memberikan
mformas,'kepada masyarakat Desa sungai
Besar tentang pentlngnya membuat  akta
kelahlran
B. KERANGKA TEOGRI DAN METODE
1. KeéngkaTeor'i
A. Implementasi Kebijakan
I]r"nplementasi merupakan

paling 'krusal dalam suatu kebijakan, suatu

kebuakah harus diimplementasikan agar dapaf'r ] ﬂ[?ﬂlﬁ!hé: e - qpaen

dirasakan‘oleh semua masyarakat. Ripley dan
¥

Franklin ~ (dalam  Winarno,2012:148 )

LT} x =
berpendapat Dehwa implementasi adalah apa” - -

yang terjadi seterqh undang — undang.ditetapkan

yang
keuntungan, atau sudfu= kQLuaran Jenls yang

memberiken  otoritas " pragram,
nyata. Dari uraian diatas di Jelaskan \ bahWa
implementasi kebijakan merupakan praktek dari
undang — undang yang telah ditetapkan.

Adapun makna Implementas menurut
Danidl A. Mazmanian dan Paul Sabatier (dalam
Nugroho,2009:629) bahwa

implementasi untuk

mengatakan
upaya
melaksanakan keputusan kebijakan. Pernyataan
Daniel A. Mazmanian dan Paul Sabatier setelah
diterjemahkan adalah sebagai berikut:

merupakan

“Implementas adalah memahami apa

yang senyatanya terjadi sesudah suatu

program  dinyatakan  berlaku  atau
Hidayat
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tahapan yan } 4

dirumuskan merupakan fokus perhatian
implementasi kebijaksanaan yakni kejadian-
kejadian dan kegiatan-kegiatan yang timbul
sesudah disahkannya pedoman-pedoman
kebijaksanaan negara, yang mencakup baik
usaha-usaha untuk mengadministrasikannya
maupun untuk menimbulkan akibat/dampak
nyata pada masyarakat atau kejadian
kejadian.

Implementasi  kebijakan merupakan kegiatan
yan'g kompleks dengan begitu banyak faktor yang
mempengaruhl ’*Keberhaslan suatu  implementasi
kebijakan. Dalam mengkq| |mplementa5| kebijakan
publik, 'Edward W (dalam Aqg§|no,2008 : 149)
menjelaskan 4 ' variabel yané""t mempengaruhi
|mplementas kebijakan; - faktor — faktor tersebut

antaralai n N

1. Kormuni kas b
=2==Sumber 'daya i
BaeDisposisi

4, 1Struktur birokrasi : I

| Berikut dijelaskan 4 variabel yang
rtl?npé:garuhl suatu implementasi kebijakan, 4
faktor
tﬁ_il aksananya suatu kebijakan. Adapun faktorn— faktor

ini
pentl ng

yang-mempengruhi implementasi kebijalkan antara
lain : —

1. Komunikasi -

“Menurut - Agustino (2008:15(5);
merupakan  salah-satu \/Fag,abel
mempengauhi==Triplementas  kebijakan  publik,
menentukan

”komunikasi
penting yang
komunikasi  sangat keberhasilan
pencapaian tujuan dari
publik”.

jika para pembuat keputusan mengetahui mengenai

implementasi  kebijakan

Implementasi yang efektif akan terlaksana,

apa yang akan mereka kerjakan.
diketahui
didapat melalui komunikas yang baik. Terdapat tiga

Infromasi  yang
para pengambil keputusan hanya bisa
indikator yang dapat digunakan dalam mengkur
keberhasilan variabel komunikasi. Edward Il (dalam
Agustino,2008:150-151) mengemukakan tiga variabel

tersebut yaitu: Tranmisi, Kejelasan, dan Konsistensi.
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2. Sumber Daya

Menurut Tachjan (2006:135) Sumber daya
diposisikan sebagai input dalam organisasi sebagai
suatu sistem yang mempunyai implikasi yang bersifat
ekonomis dan teknologis. Secara ekonomis, sumber
daya bertaian dengan biaya atau pengorbanan
langsung yang dikeluarkan oleh organisas yang
merefleksikan nilai atau kegunaan potensial dalam
transformasinya ke dalam output.

teknologis, sumberdaya bertalian dqu_anﬁémampuan

i

transformasi dari organisasi. >
3. Struktur Birokrasi "
Birokrasi mgruﬁékan salah-satu institusi yang
paling sering p_aﬁkan secara. keseluruhan menjadi
pelaksana kegfatan. K eberadaan birokrasi tidak hafya
dalam strélktur pemeri_ntéh, tetapi juga ada:,dalam
organisasii.organi%si swasta, ingtitus pendidikah dan
sebagal ny% Bahkan dalam kasus-kasus tertentu
birokrasi di.lpiptakan hanya untuk menjalankan suatu
kebijakan tlertentu
Winarno, 2012 205)

mengidentifikasi enam

Sedang_ seeafa o

~Sisiner (Mulyana, 2007:68)

Ripley dan Franklin (dalarp}

pelaksana mempunyai kecenderungan atau sikap
positif atau adanya dukungan terhadap implementasi
kebijakan maka terdapat kemungkinan yang besar
implementasi kebijakan akan terlaksana sesuai dengan
keputusan awal. Demikian sebaliknya, jika para
pelaksana bersikap negatif atau menolak terhadap
implementasi kebijakan karena konflik kepentingan
maka implementasi  kebijakan akan menghadapi
kendal a yang_sen us.
B. Komunlkas i

Menurut Hovlgnha"ﬂdz_a_l'_am (Mulyana,2007:68)
Komunikasi | adalah suatu pr\a&is melalui  mana
seseorang  (komunikator) menyam-aaikgn stimulus
(biasanya ddlam bentuk katakatd) dengan tujuan
mengubaH- atau membentuk |perilaku oranéih,[ang
lainnya' (khalayak). Sementara ,itu" Berelson dn
Komunikasi addlah
iﬁ'ses penyampaian informasi, gagasan, emos,
\keahlian, keterampilan  dan an,  Mélalui
. g\tnaan simbol-simbol seperti kata-kata, gar_f;bar-

lain-lain.

L |

galnber angkarangka dan lain-lain.

]
il

karakteristik bwokras sebagai  hasil pengamataﬁ' . i.... "*"Isakar komunikasi lain, Joseph A I 'Devito

terhadap bi rokraq di Amerika Serikat, yaitu:
¥

1.Birokrasi diciptakan sebagai -instrumen dalam
menangani keberluan keperluan publlk (public
affair). 1

2. Birokrasi merupakan institusi tyang domman
dalam implementasi kebijakan publik | yang
mempunyai kepenti'hgan yang berbeda-beda
dalam setiap hierarkinya ™.

3.Birokrasi mempunyai sejumlah"'td]'uan- yang-

berbeda.

4.Fungs birokrasi berada dalam lingkungan yang
kompleks dan luas.

5.Birokrasi mempunyai naluri bertahan hidup yang
tinggi dengan begitu jarang ditemukan birokras
yang mati.

6.Birokrasi bukan kekuatan yang netral dan tidak
dalam kendali penuh dari pihak luar.

4. Disposis
Menurut Edward Ill  (dalam Winarno,
2012:142-143) mengemukakan  kecenderungan-

kecenderungan atau disposis merupakan salah satu
faktor yang mempunyai konsekuensi penting bagi

implementasi  kebijakan yang efektif.
Hidayat

Jka para

IImu Pemerintahan FISIP Universitas Tanjungpura

(t;ﬂalam Suprapto, 2011:7) mengemukakan kgmunikasi
sebagai transaksi. Transaksi yang dimaksudkannya

- bahwa Komunikas merupakan suatu proses dimana

komponen-komponennya saling terkait dan bahwa
para komunikatornya beraksi dap”bereaksi sebagai
suatu kesatuan dan k_‘e&gl_hwuhaﬁ. balam Setiap proses
transaks, - setiap ‘dlemen berkaitan secara integral
dengan elemen lain.
a. Fungsi Komunikasi
Komunikas dipandang dari arti yang lebih luas,

tidak hanya diartikan sebagai pertukaran berita dan
pesan tetapi komunikasi mencakup berbagai kegiatan
individu dan kelompok mengenai tukar menukar data,
fakta, dan ide. Menurut Widjaja (2008:9) ada 8 fungsi
komunikas yaitu :

1. Informasi

2. Sosidisasi

3. Motivasi

4. Perdebatan dan diskusi
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Pendidikan

Memajukan kebudayaan
Hiburan

Integrasi

©NOo O

b. Tujuan Komunikasi

Berlo (dalam Hasan, 2005:26 ) mengemukakan
tujuan komnikasi dapat ditinjau dari dua aspek, yakni
aspek yang bersifat umum dan aspek yang bersifat

b. Model Shannon

Model komunikasi lain yang banyak di gunakan
adalah model komunikasi dari Claude Shannon atau
lebih terkenal dengan model Shannon Wever. Model
ini berbeda dengan model Lasswell mengenai istilah
yang di gunakan bagi masing-masing komponen
seperti :
a. Sumber Informasi (Informasi Source)

spesifik. Tujuan komunikas dilihat secara umum ==
meliputi hal-hal berikut : o P Trarismitter
1. Informative - c. Penyand|aan-(encond|ng) pesan
2 Persuasive ,.H“'“F d. Penerimaan dan deco=a'ng
' __,,"' ' _\"'
3. Entertainment Fd e Tujuan [ w,
' f. Sumber gangguan oy

Sedangkan tu}d'é-'n- komuikas® yang bersifat
spesifik dlkenngakan oleh. Berlo (dalam Ha&an
2005:26) gebaga berikut.;

1) Suatu, kondisi yang tidak kontradi ktlf ‘secara
Iog|k§ tau tidak konsisten dengan komunikasi itu
sendrij

Berpuéat pada penlaku yaitu diekspresikan
dalam pengertian. perilaku manusia;

Cukup relevan bagi kita untuk
menghuﬁungkannya dengan perilaku komuni kagq
yang actual;

2)

3)

4)

Dari pengergan komunikasi secara umum dan
¥

secar  spesifik, dapat disimpulkan. bahwa tujuan

i -
komunikas pada “x,lgakekatnya adalah  mencapai - -

pengertian ber&ama'-"-_ antara  komunikator _ dan
komunikan. ;

c.Model Komunikasi e

a Model Lasswell T ——

Salah satu model kounikasi yang tua tetapi masih
digunakan orang untuk tujuan tertentu adalah model
komunikasi yang dikemikakan oleh Harold Lasswell
(forsdale 1981), Yade
University. Dalam hal Harold Lasswell

seorang ahli  politik dari
ini
menggunakan lima pertanyaan yang peerlu
ditanyakan dan dijawab dalam melihat proses
komunikasi, yaitu who (siapa), says wahat (
mengatakan apa), in which medium atau dalam media
apa, to whom atau kepada siapa, dan dengan what
effect atau apa efeknya.

Hidayat
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Konsisten' dengan cra-ara orang berkomunikasi .4, b i

2. Metode Penelitian
Metode yang digunakan’ pada penelltlam ini
adalah metpde kuantitatif. Metode ini d|gunakan

—untuk menjelaskan kedudukan variabelvariabel yang

Pditeliti serta hubungan antara satu variabel dengan
i vgriabel yang lain. Penelitian ini dilakukan di [50&1
Selatan

en Ketapang. Populasi dalam penelitian ini

| '_ Besar Kecamatan Matan “Hilir
thb j !
yalttréfel uruh Kepala Keluarga yang belum memiliki
H«ta kelahiran yang berjumlah 248 orangs Adapun
yang menjadi sampel dalam penelitian ini yaitu 71
-oraang.” - S

Tekni.k pengumpulan data yang digunakan
yaitu - f
a. Dokumentasi S i

ARAiSs dil akukan

mengumpulkan data yang bersumber dari arsip

7=(Ijokumen untuk
dan dokumen baik yang beradadi Desa Sungai
Besar, Kecamatan Matan Hilir Selatan Maupun
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Ketapang yang ada hubungannya
dengan penelitian tersebut.

b. Penyebaran angket/kuesioner :
Yaitu dengan membagikan angket yang berisi
beberapa altermatif jawaban kepada responden
yang beris indikator-indikator variabel yang

bersangkutan.
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C. Wawancara :

Wawancara  merupakan merupakan
meetode pengumpulan data yang digunakan
peneliti untuk memperoleh informasi dari para
implementor. Dengan wawancara tersebut
maka akan mempermudah peneliti  untuk
mengetahui seberapa besar sosidisas yang
telah dilakukan oleh implementor.
Teknik andlisis data yang dilakukanyaitu
dengan menggunakan Korelasi _Pxoﬁaét Moment
dan Analisis Regresi. _,_,v""'r
Teknik keﬁgwﬁ;n data yang digunakan
yaitu : e
a Uji Validltas
YaltU dengan menggunakan SPSSv. 19 untuk
mengh|tung nitai korelasi :
b. Jli Reliabilitas
Yaitu menggunakan SPSS v.19 dengan
rur'TEusAIfaCroanbach.
«
C. HASIL F'"ENELITIAN DAN PEM BAHASAN |
Hasil 4 |, deskripsi  variabel
tanggapan reﬁpopden mengenai  komunikasi- yang
dilakukan oleh D}qlas Kependudukan dan Pencatatan
Sipil Kabupaten Ket*agang sebanyak 6-orang (8,45%)
menyatakan  tidak  Baik, (45,07%)
menyatakan kurang t;aik 24 o'rang (33,80%)
menyatakan baik, dan sebanyak 9-onangL(12 67%)

menyatakan sangat baik. komunikasi yang d|Iakukan

32 orang

oleh aparat pemerintah Kabupaten Ketapang yang
dalam hal ini dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan
dan Pencatatan sipil Kabupaten Ketapang sebagian
besar termasuk dalam klasifikas kurang baik. Sama
halnya jika dilihat dari skor rata rata (2119/71= 29,84)
maka komunikasi yang dilakukan oleh Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten
Ketapang masih diklasifikasikan dalam masuk dalam
deskripsi  variabel
implementasi kebijakan akta kelahiran, tanggapan

kategori kurang bak. Hasil

responden mengenal
Hidayat

pelaksanaan  implementasi
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komuni kas .

kebijakan akta kelahiran di Desa Sunga Besar
sebanyak 3 orang (4,22%) menyatakan tidak baik, 40
orang (56,33%) menyatakan kurang baik, 25 orang
(35,21%) menyatakan baik, dan sebanyak 3 orang
(4,22%)

perhitungan

menyatakan sangat baik. Dari hasil

pernyataan responden  tentang
pelaksanaan implemtasi kebijakan akta kelahiran yang

dilakukan oleh aparat pemerintah Kabupaten

.

Ketapang yang dalam hal ini dilaksanakan oleh Dinas
Kependudukan dan Pencatatan  sipil
K etapang-sebagian besar termasuk dalam klasifikasi
kurang baik.. Sama halnya j|k5‘d11|h5tt dari skor rata
rata (1812/71=
dilakukan gl'éh Dinas Kependudukan dan | Pencatatan
Sipil '
dalam masuk dalam kategori kurang/baik.

Kabupaten

25,52) maka komumkas yang

Kabupaten Ketapang miasih diklasifiksikan

__'-‘Pengar'hh komunikas terhadap " implementasi

ﬁf akan akta kelahiran di
ter olong dalam kategori kuat dengan nilai r yang
pl tuq%- melalui program SPSS V.19'= 0,611 lserta
mlanllki' pengaruh yang signifikan karena t hitling (

41 Wiebin besar daripada t tabel ( 1,667 ). Dengan
dém kian Jterhadap
implementasi kebijakan akta kelahiran di I_Q'aaSungaj

Desa Sungal Besar

pengaruh komunikasi

- Besar- ‘shesar’ 37,33 % sedangkan gisanya yaitu

sebesar 62,67 dipengaruhi oleh fakto_r*fain yang tidak
ditelitidalam pendlitianini.
D. KESIMPULAN_‘ ——
1 Dar faenelitian Pengaruh  komunikasi
terhadap implementasi kebijakan akta kelahiran

“hasi|

di Desa Sungai Besar Kecamatan Matan Hilir
Seadlatan Kabupaten Ketapang, diperoleh
kesimpulan sebagai berikut :
Komunikasi yang telah dilaksanakan oleh
pemerintah Kabupaten Ketapang melalui Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Desa
Sungai Besar masih tergolong dalam klasifikasi
kurang baik. Hal ini terbukti dengan hasil
penyebaran angket kepada Masyarakat tercatatat
845 % menyatakan tidak bak, 45,07 %
8
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menyatakan kurang baik, 33,80 % menyatakan

menyatakan baik, dan 12,67 % menyatakan

baik. tersebut
menunjukan bahwa komunikas yang dilakukan
oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
belum maksimal.

b. Implementasi kebijakan akta kelahiran di Desa
Sungai Besar masih belum terlaksana dengan
baik. Hal ini terbukti dengan hasil penygbamn
angket kepada Masyarakat ter;;atatat 4,22%
menyatakan tidak bai k,J56,-33 % menyatakan
kurang baik, 35,21 %" menyatakan Menyatakan
baik, dan 4,22,96 menyatakan sangat baik. Dari

bahwa

Implepientasi kebijakan akta kelahiran di Desa

sangat Dari  persentase

persentasp_r-‘d- tersebut *..menunjukan

Sungai Besar belum terlaksana dengan baik.
C. Ter%iapat pengaruh yang signifikan dantara

korT'\'unikasi terhadap implementasi kebijakan

aktakelah| ran.di Desa Sungai besar Kecamatan

Matarl;H|I|rSe|atan Kabupaten Ketapangyan% H g,

dltunjukkan dengan Hasil koefisen korelasi
product knoment dengan taraf signifikan (a) 5%" .
yaitu sebegar 0,611 dan koefisien determinasi
sebesar 37?'3_3%. Hal ini menunjukkan bahwa

L . s
implementasi*ﬁebijakan aktarkelahiran di Desa” - -

Sungai Besar dlv pengaruhi oleh. komunikasi

sebesar  37,33%, 62,67%

dipengaruhi oleh fakt'Or-fakar__ lain yang tidak
gt —_—

sedangkan

dibahas dalam penelitian ini.

2. Keterbatasan Studi
Adapun keterbatasan dalam pelaksanaan
pendlitianini yaitu :

1. Pemahaman responden yang kurang
memadai mengenai penelitian ini, seperti
rasa takut untuk menjawab kuesioner yang
disebarkan akan mempengaruhi citra diri
responden itu sendiri, sehingga perlu

meyakinkan responden agar mau mengis
kuesioner yang disebarkan.
Hidayat
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2. Keterbatasan waktu yang dimiliki oleh
responden untuk menjawab pertanyaan-
pertanyaan dalam kuesioner menyebabkan
responden kurang fokus dalam menjawab
pertanyaan-pertanyaan yang diberikan.

3. Apresias
Pada kesempatan ini, saya mengucapkan
terima kasih kepada seluruh aparatur di Dinas
'Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten

Ketapang, P'enaermtah Kecamatan Matan Hilir

Selatan, dan seluruh-_masyarakat Desa Sungai

Besar yang ‘telah ber%d|?;l—{nenjad| responden

karena "~te|ah banyak
kepada

dalam penelitian .ini

memberikan  bantuan %, peneliti
sehinggapenelitian ini dapat terselesaikan. ™,
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